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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara sebagai bangsa yang beradab tentu memiliki kekayaan yang 

masing-masing terkandung didalam wilayah administrasinya. Kekayaan 

merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara karena kekayaan 

merupakan hal fundamental atau mendasar dalam membangun suatu peradaban. 

Maka tidak mungkin akan terbentuk suatu peradaban jika tidak ditopang oleh 

kekayaan yang memadai1. 

Namun yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah, apakah kekayaan 

yang dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu bangsa yang beradab dapat 

mencukupi kebutuhan domestiknya secara memadai juga. Hal ini kiranya dapat 

dijawab dengan mengingat sejarah perjuangan bangsa-bangsa yang dijajah oleh 

kaum penjajah yang datang untuk merebut atau menguasai sumber daya alam 

(SDA) negara jajahannya. Pengalaman sejarah tersebut setidaknya dapat 

memberikan dasar bagi kita untuk berpikir bahwa kekayaan yang dimilliki oleh 

suatu negara belum tentu dapat mencukupi kebutuhannya sendiri2. 

Perihal tercukupinya3 kebutuhan dalam negeri merupakan hal yang tidak 

dapat dikesampingkan oleh pemerintah dari suatu negara yang berdaulat. Sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut hampir seluruh negara di dunia 

                                                             
1 Ide pemikiran penulis diperoleh dari buku tentang sejarah hukum agrarian di Indonesia.  
2 Ide pemikiran di dapat melalui diskusi bersama alumi fakultas hukum tahun  
3 Perihal “tercukupinya” menjelaskan tentang bentuk sikap pemerintah baik itu dari segi 

ekonomi, politik atapun sosial dalam mensejahterakan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik lagi. 
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melakukan kerjasama antar negara atau yang dalam konteks hukum internasional 

disebut dengan kerjasama internasional4. 

Selain faktor kekayaan atau SDA, faktor lain yang dapat memacu 

gencarnya kerjasama internasional adalah karena setiap negara tidak memiliki 

semua jenis SDA serta tidak pula memiliki sumber daya manusia (SDM) dan 

teknologi yang memadai. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang kaya 

akan SDA, akan tetapi disatu sisi hal tersebut belum mendapat dukungan penuh 

oleh SDM dan teknologi yang canggih atau berteknologi tinggi (high technology) 

sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya. 

Wujud dari adanya kerjasama internasional diantaranya dapat dilihat 

dengan adanya kerjasama ekonomi regional antara lain, Association of South East 

Asian Nation (ASEAN)5, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)6, ASEAN 

Free Trade Area (AFTA)7, North American Free Trade Area (NAFTA)8, 

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE / European Economic Community (EEC)9, 

                                                             
4 Kerjasama Internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan 

oleh 2 (dua) atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.           

(diperoleh dari buku T. May. Rudy, Hukum Internasional, Bandung, PT. refika aditama, cetakan 
kedua: 2006. Hal. 93) 

5 ASEAN merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional 

negara-negara di Asia Tenggara, yang didirikan pada tanggal 08 Agustus 1967 di Bangkok oleh 

negara pendiri yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang kemudian 

disusul oleh negara lainnya yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.  
6 APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan 

untuk meningkatkaan pertumbuhan ekonomi perdagangan dan investasi diantara sesama negara 

anggota. Tujuan APEC sendiri tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu 

menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang 

berlaku pada tahun 2020, dan bagi negara maju, kawasan bebas dan terbuka harus terealisasi 

paling lambat 2010. 
7 AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasam antar negara 

ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. 
8 NAFTA merupakan blok perdagangan di Amerika Utara yang beranggotakan Amerika 

Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bertujuan untuk mengadakan perdagangan bebas bagi sesama 

anggotanya, guna meningkatkan kemakmuran rakyat di ketiga negara anggotanya. 
9 MEE adalah suatu wadah kerjasama regional untuk kawasan Eropa Barat. Kerjasama ini 

didirikan pada tanggal 01 Januari 1958 di Roma (Italia) oleh beberapa negara yaitu: Italia, 
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European Union (EU)10, Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC)11.   

Beberapa kerjasama internasional sebagaimana disebutkan diatas 

merupakan beberapa bentuk kerjasama internasional yang langsung di-handle 

oleh Pemerintah Indonesia di tingkat pusat. Akan tetapi, seiring dengan terus 

bergulirnya arus globalisasi serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang melahirkan kebijakan desentralisasi, maka saat ini pembentukan suatu 

kerjasama internasional tidak hanya “milik” pemerintah pusat saja, melainkan 

pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dengan 

kewenangannya juga dapat menjalin hubungan luar negeri atau kerjasama 

internasional dengan provinsi atau kota yang setingkat yang berada di negara lain. 

Kerjasama dimaksud kemudian dikenal dengan istilah Sister City12 dan Sister 

Province13. 

                                                                                                                                                                       
Perancis, Inggris, Belgia, Irlandia, Luxemburg, dan Denmark. Tujuan MEE adalah untuk 

menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan secara bertahap, baik sesama anggota MEE 
maupun negara Eropa Barat yang tidak termasuk daerah perdagangan bebas Eropa. 

10 European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang 

ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat 

Roma tentang pendirian komunitas energi atom (European Atomic Energy Community) dan 

komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). 
11 OPEC merupakan organisasi negara pengekspor minyak yang didirikan pada 14 

Desember 1960 di Baghdad atas prakarsa negara Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. 

Markas besar OPEC di Wina, Austria. Indonesia menjadi anggota OPEC tahun 1962. Diakses  

http://www.academia.edu/11097968/Organisasi_Internasional. Pada hari minggu 25 Februari 2017 

pukul 2:47 WIB. 
12 Konsep Sister City berawal di Benua Eropa, yaitu antara Kota Keighley yang 

merupakan kota di Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poux Du Nord, Perancis pada tahun 

1920. Beriring dengan perkembangannya, muncullah istilah “Twin City” atau “Kota Kembar”. 

Istilah “Twin City” ini lebih sering digunakan di Benua Eropa, sementara istilah “Sister City” lebih 

sering digunakan oleh negara Amerika Serikat. Diakses pada Hari Senin 27 Februari 2017 pukul 

11.20 WIB. 
13 Konsep Sister Province merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama antar provinsi di 

suatu negara dengan provinsi di negara lain. 
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Kendati terdapat 2 (dua) bentuk kerjasama yaitu Sister City dan Sister 

Province, akan tetapi dalam penulisan ini, penulis hendak membatasi pokok 

pembahasannya yaitu fokus kepada pembahasan kerjasama internasional Sister 

City mengingat esensi kedua kerjasama tersebut memiliki substansi yang tidak 

jauh berbeda, dan secara historis konsep Sister City merupakan cikal bakal yang 

terlebih dahulu tumbuh dalam praktek pergaulan internasional.  

Dalam perkembangannya hingga dewasa ini, beberapa kota di Indonesia 

juga turut ambil bagian dalam menjalin kerjasama Sister City tersebut, atau 

dengan kata lain diadopsinya kerjasama Sister City oleh beberapa kota di 

Indonesia merupakan efek domino dari pesatnya perkembangan arus globalisasi 

dan kebijakan desentralisasi sebagaimana yang telah disampaikan diatas. Kota di 

Indonesia yang menjalin kerjasama tersebut diantaranya adalah : (1) Kerjasama 

Sister City antara Kota Brisbane, Queensland, Australia dengan Pemerintah Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia14, (2) Kerjasama Sister City 

antara Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia 

dengan Pemerintah Kota Hildeshiem, Jerman15 

Disamping itu, tidak ketinggalan Kota Palembang juga turut membentuk 

kerjasama Sister City yaitu antara Pemerintah Kotamadya Palembang, Provinsi 

Sumatera Selatan, Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Zhangzhou, 

Provinsi Fujian, Republik Rakyat Cina. 

                                                             
14 www.kemlu.go.id>berita>agenda>page, diakses hari Senin tgl. 26 Februari 2017, pukul 

10.13 WIB 
15 www.kemlu.go.id>hildesheim2016  , diakses hari Senin tgl. 26 Februari 2017, pukul 

10.20 WIB 
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Kerjasama tersebut dibangun oleh para pihak dengan beragam tujuan 

seperti untuk memajukan hubungan pariwisata dan hubungan ekonomi antara 

Indonesia dan Australia16, untuk mengembangkan kesempatan di perusahaan yang 

timbal balik dan investasi perdagangan, usaha bersama dan hubungan ekonomi 

antara kedua masyarakat, dan lain sebagainya. Sementara itu, kerjasama yang 

dijalin antara Kota Medan dengan Kota Metropolitan Chengdu adalah dalam 

bidang ekonomi dan perdagangan, budaya dan pariwisata, pendidikan, sains dan 

teknologi, keuangan, dan bidang lainnya yang disetujui oleh para pihak. 

Kerjasama diatas merupakan sedikit contoh kerjasama Sister City yang 

dilakukan oleh kota-kota di Indonesia, dan masih banyak kerjasama serupa 

lainnya yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Hanya saja, perkembangan 

kerjasama internasional yang kian berkembang dan dinamis tersebut belum 

dibarengi dengan sosialisasi atau penyebaran informasi yang meluas kepada 

masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah, melainkan informasi 

tersebut masih terbatas hanya  kalangan birokrat (pemerintahan) dan kalangan 

tertentu lainnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui secara 

mendalam tentang konsep kerjasama tersebut, dan kurang menyadari akan 

dampak positif kerjasama tersebut. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu 

memberikan suatu penjelasan lebih lanjut tentang konsep kerjasama Sister City 

yang hal itu akan didapat dengan melakukan suatu kajian ilmiah. 

                                                             
16 Pada bidang pariwisata, Warga Negara Australia tercatat berkunjung ke Indonesia 

tepatnya di Pulau Bali, berdasarkan data dari bali  Toursm Board sebanyak 1 juta warga Australia 

mengunjui bali pada setiap tahunnya. Dan  tingginya harga visa untuk ke Australia tidak 

menyurutkan WNI ( Warga Negara Indonesia)  untuk kunjung ke negara kangguru tersebut hal 

tersebut menjadi peluang besar bagi pariwisata Australia. Dengan meningkatnya hubungan 

pariwisata ini tentu akan mendorong  perekonomian masing- masing negara. Diakses 

www.republika.co.id>ekonomi>Makro tgl. 18 Maret 2016 hari jumat, pukul 12.32. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI 

KERJASAMA SISTER CITY DALAM KONSTRUKSI HUKUM 

INTERNASIONAL”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan kerjasama Sister City dalam konstruksi Hukum 

Internasional? 

2. Apa kendala dari pelaksanaan kerjasama Sister City?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya memiliki tujuan yang hendak 

dicapai. Tujuan tersebut yaitu agar kita dapat mengetahui kedudukan kerjasama 

Sister City dalam konstruksi Hukum Internasional, dan juga dapat mengetahui 

kendala dari pelaksanaan kerjasama Sister City itu sendiri. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya 

menjalankan hubungan luar negeri dengan begitu kita dapat bertukar 

informasi baik itu menyangkut segi pendidikan, segi sosial, atapun dari 

segi cara membangun  kreativitas masyarakat.  



7 
 

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan suatu referensi bacaan dan 

sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya, baik 

bagi penulis maupun bagi pihak lain. 

1.5. Ruang Lingkup 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu negara yang 

merdeka dan berdaulat, dalam melaksanakan Hubungan Luar Negeri sudah 

sepatutnya didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, dan 

saling menguntungkan, serta saling tidak mencampuri urusan dalam negeri 

masing-masing, sebagaimana yang tersirat didalam Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945)17.  

Dalam dunia yang semakin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta dengan meningkatnya 

interaksi dan interdepensi antar negara, mengakibatkan semakin meningkatnya 

pula hubungan internasional yang dituangkan dalam suatu kerjasama di berbagai 

bidang. Dewasa ini, kemajuan atau percepatan pembangunan di banyak kota 

Indonesia tentunya membuka ruang untuk dilakukannya kerjasama di dunia 

internasional, yang diantaranya dapat terlihat dari adanya kerjasama Sister City 

yang memainkan peran pemerintah daerah untuk terjun dalam pembentukan 

kerjasama tersebut.  

Untuk itu, fungsi utama mengenai kerjasama hubungan luar negeri, maka 

Pemerintah Kota harus menentukan sikap dan tindakan yang baik yang hendak di 

                                                             
17 Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar 

Negeri 
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ambil dalam urusan kerjasama Sister City.18 Maka dari itu, agar pembahasan 

skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan dan sesuai dengan objek 

permasalahan dan judul, tentunya dibatasi ruang lingkup pembahasan pada 

pelaksanaan Sister City dalam konstrusi hukum internasional serta bagaimana 

tahapan dalam pembentukan kerjasama Sister City. 

1.6. Kerangka Konseptual 

 1.6.1. Konsep Hubungan Luar negeri 

Terjalinnya hubungan luar negeri merupakan salah satu perwujudan 

kepentingan nasional19. Regulasi hukum positif Indonesia terkait kerjasama 

dengan negara luar telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Aturan tersebut 

memberikan definisi normatif terhadap Hubungan Luar Negeri yaitu, “ setiap 

kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh 

pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga 

negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat atau warga negara Indonesia”20. Dengan adanya pengaturan tentang 

Hubungan Luar Negeri tentunya Pemerintah dapat mempertimbangkan perjanjian-

perjanjian yang akan dibuat dalam sebuah kerjasama agar dapat terealisasi tanpa 

adanya suatu perselisihan yang kerap membuat kerjasama tersebut menjadi multi 

                                                             
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar 

Negeri. 
19 Makna dari Kepentingan Nasional dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.  
20 Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar 

Negeri.  
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tafsir sehingga menimbulkan gesekan antar negara. Karena itu, untuk melakukan 

Hubungan Luar Negeri pemerintah tentunya memperhatikan kepentingan nasional 

yang berdasarkan UUD 194521 dan Pancasila22. 

  1.6.2. Konsep Politik Luar Negeri 

 Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri tentunya akan selalu diikuti dengan 

Politik Luar Negeri, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi cerminan 

ideologi bangsa Indonesia. Politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan 

langkah Pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan 

negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya 

dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional23. 

Adanya suatu pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta 

menjamin kepastian hukum mengenai kerjasama dalam konsep Sister City dengan 

adanya penyelenggaraan hubungan luar negeri serta pelaksanaan dari politik luar 

negeri ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah 

untuk mampu memenuhi tujuan demi kepentingan masyarakat melalui kerjasama 

Sister City baik itu dari bidang pendidikan, pertukaran informasi atapun lainnya. 

Utamanya dalam melakukan Sister City diharapkan Pemerintah Daerah bisa 

                                                             
21 UUD 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi, dari hukum yang berlaku di 

Indonesia, sebab itu Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia untuk dijadikan motivasi atapun aspirasi para pejuang dalam mencapai tujuan 

kemerdekaan, sehingga UUD1945 menjadi pedoman dalam melaksanakan cita-cita hukum serta 

moral untuk dijadikan kekuatan di lingkungan nasional dan juga dalam melakukan hubungan Luar 

Negeri. 
22 Pancasila merupakan Dasar bagi Bangsa Indonesia dan Ideologi Nasional Negara 

Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup, sebabnya Pancasila menjadi cerminan dari 

kehidupan masyarakan yang tak akan terpisakan dari Bangsa Indonesia karena Pancasila menjadi 

tolak ukur pemerintah dalam melakukan Hubungan Luar Negeri dengan tidak menyimpang dari 

nilai Ketuhanan, Keadilan, Kemanusiaan, Persatuan. 
23 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar 

Negeri. 
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memberikan pengenalan serta pemahaman tentang dampak positif dari kerjasama 

Sister City.  

 1.6.3. Konsep Sister City 

 Konsep sister city pertama kali dipeloporikan di Benua Eropa, yaitu antara 

Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis 

pada Tahun 1920. Maka pada perkembangannnya muncul istilah Twin City atau 

kota kembar.24 

Kerjasama Sister City adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah disatu 

negara dengan Pemerintah Daerah di Mancanegara yang mengambil sikap untuk 

menumbuhkembangkan hubungan persahabatan antar negara melalui hubungan 

Sister City. Hal ini tentu akan memberikan hasil yang menguntungkan dari adanya 

kerjasama yang berbentuk Sister City.25 Membahas hubungan yang di bentuk 

dalam kerjasama Sister City ini tentu dalam hukum positif berdasarkan Pasal 363 

Ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

menyatakan “ Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat 

mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan’. 

Kendati mengenai kesejahteraan rakyat tentunya pemerintah membuka 

peluang kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kerjasama 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 ayat 1 dapat dilakukan oleh Daerah dengan 

: 

                                                             
24 Sejarah Sister City diakses www.bdg.ksln.co.id, tgl 19 Maret 2017 hari Jumat, pukul 

1.52 WIB.   
25 Sejarah Sister City diakses www.bdg.ksln.co.id, tgl 19 Maret 2017 hari Jumat, pukul 

1.52 WIB.   
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a) Daerah lain; 

b) Pihak ketiga; dan /atau 

c) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan 

ketentuan- ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 Dengan demikian, Pemerintah Daerah tentu akan membangun mitra 

kerjasama melalui Sister City dengan Pemerintah Daerah di luar negeri tentunya 

hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi daerah masing- masing 

negara. 

Perwujudan dari Sister City tentunya memberikan peluang bagi 

Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

daerahnya, kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar 

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 2 huruf c meliputi26: 

a) Pengembanan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b) Pertukaran budaya; 

c) Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pemerintah; 

d) Promosi potensi daerah; 

e) Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Walaupun begitu Pemerintah Daerah harus tetap mendapatkan persetujuan 

dari Pemerintah pusat atas kerjasama yang dituangkan dalam Sister City ini. Tentu 

hal tersebut diatur pada Pasal 363 Ayat 2 yang menyatakan27 : kerjasama daerah 

                                                             
26 Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
27 Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
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dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah diluar negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.  

 1.6.4. Konsep Otonomi Daerah 

Implementasi Otonomi Daerah telah membuka ruang bagi daerah dalam 

penyelenggaraan hubungan dan kerjasama internasional. Terbukanya ruang untuk 

turut serta dalam berkiprah menjalin hubungan dan kerjasama internasional 

setidaknya telah termasuk dalam beberapa ketentuan pasal Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.   

Otonomi Daerah bukan hal yang baru di Indonesia dapat dibuktikan 

dengan selalu adanya lembaga Direktorat Jenderal Pemerintahan umum dan 

Otonomi Daerah (PUOD) pada Departemen Dalam Negeri, terwujudnya Otonomi 

Daerah secara penuh dan luas merupakan sarana dicapainya pemerataan daerah 

ekonomi dan sosial antara wilayah kaya dan miskin, dan antara wilayah yang 

sudah maju dan terbelakang28.  

Otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang memungkinkan daerah dapat 

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk 

mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala 

persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, 

merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang 

memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif 

keutuhan-keutuhan negara-bangsa.  

                                                             
28 Dikutip dari artikel Susilo Bambang Yudhoyono dalam buku Otonomi yang adil dalam 

buku Bonar Simonangkir, Otonomi atau Federalisme Suara Pembaruan & Puasaka Sinar 

Dampaknya Terhadap Perekonomian, Diterbitkan  oleh Harian Umum Suara Pembaharuan dan 

Pusaka Sinar Harapan, PT Primacone Jaya Dinamika, 2000. Hlm: 37. 
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Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan daerah masyarakat masing-masing sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan29. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) asas pelaksanaan otonomi daerah, 

yaitu Asas Desentralisasi30, Asas Dekonsentrasi31, asas tugas pembantuan32. 

Penerapan otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Bahwa dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya 

transformasi peraturan tersebut, maka dasar hukum dalam melaksanakan 

kerjasama Sister City juga mengalami perubahan.  

 

                                                             
29 https://id.m.wikipedia.org. diakses pada 28 Februari 2017 Pukul 14.12 WIB 
30 Asas Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
31 Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat/kepada 

daerah/kepada kepala instansi vertikal tingkat atas, kepada pejabat-pejabat didaerah. 
32 Tugas pembantuan adalah asas turun sertanya pemerintah daerah bertugas dalam 

melaksanakan urusan pemerintah pusat yang tugasnya kepada pemerintah daerah oleh pemerintah 

daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.  
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 1.6.5. Konsep Hukum Internasional 

 Membahas hukum internasional, menurut Hans Kelsen sebagai pakar ahli 

Hukum internasional menyatakan asas “Pacta Sunt Servanda”33 sebagai kaidah 

dasar Hukum Internasional. Subjek dari Hukum internasional salah satunya yaitu 

Negara. Negara dapat membuat sebuah perjanjian dengan negara luar baik itu 

diadakan dua Negara (bilateral) ataupun melalui banyak negara (multilateral).34  

Perkembangan dunia yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta 

kecanggihan lainnya membuat negara didunia ingin meningkatkan intensitas 

hubungan antar negara dalam beragam bentuk perjanjian. Sebagai pedoman dalam 

melakukan suatu kerjasama internasional, maka pemerintah telah membentuk 

suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional. Dengan adanya aturan tersebut, maka  pemerintah daerah memiliki 

panduan dalam membentuk suatu perjanjian internasional sesuai dengan kebijakan 

yang telah digariskan, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi didalamnya 

(Contradictio In Terminis). Disamping itu, pemerintah juga tetap memperhatikan 

kepentingan nasional demi menjaga hubungan yang baik antar negara yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Asas Pacta Sunt Servada adalah asas yang menghendaki bahwa perjanjian yang telah 

dibuat, harus ditaati oleh pihak yang mengadakannya, agar adanya kepastian hukum. 
34 Syahmin AK., Hukum Perjanjian Internasional, Unsri Press, Palembang, 2012. Hlm:22 
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 1.6.6. Konsep Interaksi Sosial  

 Dalam konteks sosiologis, kerjasama Sister City dapat dikatakan sebagai 

suatu bentuk interaksi sosial yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. 

Interaksi sosial adalah suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang 

berdasarkan norma dan nilai sosial yang dilakukan dan diterapkan di lingkup 

masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto (Pengantar Sosiologi): interaksi 

sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial35. Interaksi sosial pada 

kegiatan Sister City masih ditemukan kalangan masyarakat yang belum menyadari 

manfaat yang di dapat dari kerjasama Sister City ini, mungkin karena masyarakat 

lokal belum bisa merasakan dampak langsung dari diadakannya hubungan 

kerjasama dengan Kota di Negara lain tersebut. Pada lingkungan masyarakat 

daerah seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan ini, seperti menggali potensi 

berbagai kegiatan seperti seni music, seni pertunjukan budaya serta seni  membuat 

batik dengan khas daerah tersebut dengan inovasi lebih menyentuh dari daerah 

tersebut serta meningkatkan kualitas daerah tersebut dengan berbagai khas baik 

itu Tarian khas daerah, makanan khas daerah serta menjaga dan melestarikan 

lingkungan daerah lebih asri dan bersih sebab kerjasama yang dibangun oleh 

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah luar negeri berupaya saling tukar 

pikiran atau pendapat dalam memajukan daerahnya dengan demikian tentu kita 

dapat menarik wisatawan dari berbagai mancanegara terutama warga negara yang 

menjadi Sister City dari negara kita. Pada Bidang Pendidikan, tentu sudah bisa 

dirasakan langsung oleh Pelajar Lokal yang melakukan Pertukaran Pelajar ke luar 

                                                             
35 Soejono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta, Rajawali Press, 2009. Hlm: 3 
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negeri dengan Daerah yang menjadi Sister City-nya. Pastinya dengan adanya 

kegiatan pertukaran pelajar diharapkan kita dapat menggali anak- anak muda yang 

akan menjadi penerus bangsa serta dapat menambah pengalaman anak- anak 

mengenai sistem belajar anak luar negeri.  

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan 

menganalisis dengan memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan hukum 

perjanjian internasional, dimana penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan 

dari berbagai referensi atau bacaan yang tersedia serta yang relavan dengan materi 

yang dibahas36. Secara  lebih spesifik metode yang digunakan merupakan metode 

penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bacaan pusaka atau data sekunder belaka. Penelitian 

normatif mencakup penelitian terhadap terhadap asas-asas hukum, perbandingan 

hukum dan sejarah serta sinkronisasi vertikal dan horizontal37. 

1) Pendekatan penelitian 

a. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan undang-

undang. Dengan cara menelaah semua undang-undang yang 

berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.38 

                                                             
36  Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo persada, 2010, hlm. 29. 
37 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta, PT. Raja 

Grafindo persada, 2010, hlm. 13- 14.  
38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 

136. 
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b. Pendekatan Historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang 

apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu 

yang di hadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala  

sesuatu yang sedang dipelajari.39 

 1.7.2. Bahan Penelitian 

 a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan 

bersifat mengikat.40 Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya: 

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. 

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Hukum Perjanjian 

Internasional. 

 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

 b. Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder ialah penjelasan tentang bahan yang berasal dari 

bahan hukum primer,41 seperti : Rancangan Undang-undang, buku-buku, tulisan 

ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, atau tulisan yang tulis oleh para ahli 

hukum yang berpengaruh, dan ketentuan lain yang dibutuhkan penulis. 

 c. Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,42 seperti : 

                                                             
39 Ibid, hlm.134-135. 
40 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23. 
41 Ibid, hlm. 23. 
42 Ibid, hlm. 24. 
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surat kabar (Koran), majalah, jurnal, internet, kamus bahasa hukum, kamus bahasa 

Indonesia serta sumber-sumber lainnya. 

 1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Penulisan 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan serta 

mengkaji dari peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya, hasil penelitian 

buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian. 

 1.7.4. Analisa Penelitian 

 Berdasarkan sifat penelitian ini digunakan motode penelitian bersifat 

deskriptis analitis, dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif.43 Penelitian yuridis normatif Kualitatif, adalah penelitian yang mengacu 

pada norma hukum yang terdapat dalm peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.44 Bahan yang dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan 

seringkali digunakan dalam table-tabel agar mudah di baca, setelah itu baru 

dilakukan penafsiran terhadap bahan. Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

 

 

 

                                                             
43 Ibid, hlm.24 
44 Zainuddin Ali, metode penelitian…, Op-Cit, hlm: 105. 
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 1.7.4. Metode Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, ialah cara pengambilan 

kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Hasil analisis 

kesimpulan yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk 

memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan 

yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang bertolak dan suatu proposal umum yang sebenarannya telah 

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007, hlm.10. 
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